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WALIKOTA PEKANBARU
PROVIilSI RIAU

PERATTIRAN DAERAII KOTA PEI(A,ITBARU
I{OIOR 4 TAIII'IY 2019

TEf,TAITG

PERUBAIIAIT XEDUA ATAS PERATT'RAIf DAERAII KOTA PEXAI{BARU
NOUOR 2 TAIIUN 2015 TEI{TAITG PETYERTAAIT MOI'AL DAERAH DAIT
PEITAUBAHAIT PEITY-ERTAAI{ UODAL DA.ERAH KEPADA BADAN USATIA

UILIK DATRAII DAIT BADAI{ TTTIKI'U I.AIISITTA

DEI{GAIT RAIITAT TT'IIA,IY YANG TAIIA ESA

WALIKOTA PEI(AIIBARU,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
menghadapi perkembangan pertumbuhan perekonomian
daerah serta untuk lebih meningkatkan kine4'a Badan Usaha
Milik Daerah perlu diciptakan suatu iklim usaha yarrg nyata,
dinamis dan bertanggungiawab dengan upaya-upaya dan
usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber
pendapatan asli daerah dengan melakukan penyertaan modal
kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum
lainnya;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan terhadap besaran
penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap
tahun anggaran kepada PT. Bank Riau Kepri baik penyertaan
modal yang berasal dari deviden saham maupun dari
penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu diatur besaran kumulatif dan besaran
penyertaan modal setiap tahun anggaran;

c. bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah
harus dilakukan secara berkesinambungan dengan menrjuk
ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah
berkenaan;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor
782 Tahrrn 2077 tentang Penetapan Besaran Nilai Penyertaan
Modal pada Aset Berupa Tanah Seluas r 265 Ha;

e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan tahun buku 2OL6 Pl. Bank Riau Kepri
tanggal O3 Maret 2Ol7 sebagaimana tertuang dalam Akte
Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor O3 Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbata.s PT.
Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2Ol5
tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan
Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Dan Badan Hukum Lainnya;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor l9);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4ool;

6. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan
Terbatas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 1O6, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahwn 2074 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan kedua atas Undang-UB{gng Nomor 23
Tahun 20 I 4 tentang Pemerintahan Daerah( (lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO5 tentang Tata
Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
as5s);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 14, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 20ll tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 124, Tambahan Icmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahut 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 754);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedomaa Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1O Tahun 2002 tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangu.nan
Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi
Perseroan Terbatas (PD Bank Pembangunan Daerah
(lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2OO2 Nomor 5O);

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekanbaru;

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Pekanbaru (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2OO8

Nomor 13, Tambahan kmbaran Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Pekanbaru (lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2013
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Pemsahaan
Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi
Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru
(kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 07,
Tambahan kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor O7);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Moda-l Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2O15 Nomor 2,
Tambahan kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah
kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum
lainnya (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2O16
Nomor 12, Tambahan Itmbaran Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 12);
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Dengan Persetqiuan Bersana

DEWAIT PERWAXII"AIY RAI(YAT DAERAH KOTA PEKAIVBARU

&n

WALIKOTA PEKANBARU,

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan PERATT'RA.IT DA.ERAII TEIYTANG PERT'BAIIAN I(EDUA
ATAS PERATT'RAN I'AERAII KOTA PEKAITBARU I|OUOR 2
TAHIIN 2(}15 TETTAI{G PEITYERTAAI{ IODAL DATRAII
DAIT PEI|AUBNIAI| PEITY-ERTAAIT UODAL DAERAII
XTPADA BA.T'A.IT USAIIA }IILIK DA.ENATI DAIT BAI'AN
HT'XUU LIUMTYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun
2Ol5 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum l,ainya
(lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan
lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12) diubah sebagai berikut :

Kctentuan Pasal 4 hunrfb diubah rehlngga berbunyl scbagat berikut :

Pasal 4

Penyertaan modal daerah yang telah disertakar oleh Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun
1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga (kmbaran Daerah
Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tahun 1991 Nomor 5 ) dan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan
Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Hukum l,ainnya, be{umlah sebagai berikut:

b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp136.012.783.865,- (seratus tiga
puluh enam miliar dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu
delapan ratus enam puluh lima rupiah).
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2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1| ditanbah 2 (duaf hunrfterdiri dari hurufd
dan hunrfe sehlngga berbunyt sebagai bertkut :

Pasal 5

(1) Pemerintah Daeratr akan melakukan penambahan penyertaan modal
Daerah dalam bentuk uang dan/ atau non kas, barang tidak bergerak
dan/ atau aktiva bukan kas, serta barang kepada:

d. BUMD atau Badan Hukum [,ainnya milik Negara berupa aset tanah
seluas t 2.659.6a7 m2 senilai Rp124.366.O17.460,- (seratus dua puluh
empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta fitjuh betas iht empat
rafits enam puluh ibu rupiah) dan secara teknis akan diatur melalui
Peraturan Walikota Pekanbaru.

e. PT. Bank Riau Kepri dalam bentuk deviden saham senilai
Rp647.4O0.O0O,- (enom ro,tus etv)at puluh ALy,h jutrr empat ro,tus nbu
rupiah).

(2) Realisasi penambahan penyerlaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan penyertaan modal
ini dapat dilakukan apabila peraturan daerah ini telah diundangkan.

Ketentuan Pasd 6 diubah, sehingga berbunyl Bcbagal bertkut :

Pasel 6

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan huruf e, dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

(2) Usulan penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUMD kepada Walikota melalui
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

(3) Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD atau Badan Hukum
l,ainnya milik Negara merupakan penyertaan modal dalam bentuk aset
tanah seluas t 2.659.687 m2 yang diperuntukkan untuk pembangunan
suatu Kawasan Industri di Kota Pekanbaru.

(4) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar
Rp 647.40O.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat rahts ibu
rupia\ merupakan nilai deviden saham yang dikonversikan dalam lembar
saham sebagai penambahan setorErn modal Pemerintah Kota Pekanbaru
kepada PT. Bank Riau Kepri.
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(5) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam
Kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada obyek BUMD di PPKD.

Diantara ayat (2) dan ayat (31 Pasal 7 disieipkan 1 (satuf ayat yatnl
ayat (2a) , 8ehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan
penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan
Badan Hukum l,ainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban
menyampaikan laporan atas pengunaan uang APBD yang telah disertakan
ke dalam penambahan penyertaan modal Daerah secara berkala sekali
dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

(2a) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berupa aset
tanah, berkewajiban melanjutkan segala hak dan kewajiban yang atas
semua perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah antara
Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pada tahun berikutnya.

(4) l,aporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas Laporan Kine{a dan l,aporan Keuangan.

7
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(3) Untuk kepentingan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
anggaran berkenaan, BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan
modal Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.



PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2Ol9

l/ {,ALIKOTA PEKAITBARUr
IRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2079
SEKR.BTARIS DAERA}I KOTA PEKAITBARU,

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU: NOMOR URUT PERDA ll.O7.Cl20tgl
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PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2Ol9

trIALIKOTA PEKAITBARU,

tr. IRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Jan:uari 2Ol4
SEKRETARIS DAERAII KOTA PEXAITBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2OI9 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. BAGIAN HUKI,IM,

MIFTA MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR
URUT PERDA (t.O7.C I 20t9l

ttd
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PENJELITSAIY

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEXAITBARU
IYOMOR 4 TAIIUIY 2019

TEIITANG

I. PENJELASAI{ UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupalan kegiatan rutin yang selalu
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Terkait dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah ini, Pemerintah
Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun Anggaran 2018 merasa perlu untuk
melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada: PT. Sarana
Pembangunan Pekanbaru dan PT. Bank Riau Kepri demi untuk melakukan
penguatan modal dan melakukan aksi korporasi serta memenuhi jumlah
minimal kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT.

Bank Riau Kepri yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru.

Penambahan penyertaan moda-l ini diharapkan dapat memberikan manfaat
ekonomi, sosial dan manfaat lainnya terutama manfaat bertambahnya
kesempatan bekerja di Kota Pekanbaru. Penambahan penyertaan modal ini
diharapkan dapat mempercepat kedua BUMD milik Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru untuk lebih berkembang sekaligus dapat menambah Pendapatan
Asli Daerah Kota Pekanbaru di masa yang al<an datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pegal I
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

9

Cukup Jelas
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PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURAJT DAERAH KOTA PEI(AIYBARU
ITOMOR 2 TAHT'N 2015 TEI{TAITG PEITYERTAAIT MODAL DAERAH DAN
PEITAUBAIIAN PEITYERTAAN MODAL DAERAH NEPAI'A BN)AI{ USAHA

I(ILIK DAERA}I DAII BADAN HUKTI}I LAINITYA

Pasal 5



Pasa.l 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4
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